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Abstrak
Expectation which still be remained from Indonesian nation in order to get out of

vetrious crises is by improving and repairing edication system. National education is aimed at
developing the competence of student to become pious and veligious buman which have civilized
behavior and kindness, bealthry, knowledgeable, capable, creatie, selfsupportng, and become
democratic citizen and responsible. Civic Education owns the strategic role in forming demo-
cratic and responsible citizen and building the democratic society

Hoped competences after undergoing dvic education i the ouning of a set smart
action, full of responsibility from a citizen in relating to state, and also able to bave a share in
solving various probiem faced by the sociery, nation and state as according to profession and
capacities of each.

Kata Kunci: Masyarakar Demokratis, Moralitas, Pendidikan Kewar gmegaram

Pendahuluan

Pandidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia
untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga
dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan
yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Pendidikan, pada hakekatnya adalah usaha
memperstapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang,
dengan memberinya flrmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi
tuntutan zamannya itu nanti. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang
terpenting untuk membina suatu masyarakat.

Dilihat dart segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah
berumur sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat dipahami bahwa
pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia di muka bumi.
Untuk era generasi manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung telah demikian
modern, sehingga sangat membedakannya dengan proses pendidikan yang pernah
berlangsung sebelumnya. Realita ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan
manusia dengan perubahan-prubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang
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Oleh karena itu, siapapun tidak akan pernah bisa membantah tentang pentingnya
posisi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa antara lain sangat
ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa yang bersanglutan. Tingkat pendldikan
yang dicapai suatu bangsa akan menempatkan bangsa itu pada suatu posisi tertentu
dalam hubungannya dengan bangsa-bagsa lain. Pada saat yang bersamaan,
pendidikan akan mengantarkan para pemiliknya pada suatu peradaban tertentu.
Bukankah tahap-tahap pekembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu
yang lain berkorelasi signifikan dengan tingkat pengetahuan manusianya (Ahmad
Syafii Maarif, 2004).

Lebik jauh, tentang pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945, dan
diturunkan kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusizyangberimandanbertakews
kepadz Tukan Yang Maba Esa, berakblak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreayf, mandrm,
dan meniadi war g negana yang demokratis serta bertanggurg jrwab.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang
sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi 1998. Banyak tuduhan
dialamatan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali
juga ada benarnya. Beberapa tuduhan it antara lain, Pend:dikan Kewarganegaraan
sering bersifat politis daripada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak
sosok keilmiahannya, sering dititipi kepentingan politik penguasa (Muchson, 2003).

Berdasarkan Lenyataan tersebut maka sudah merupakan keharusan untuk
meneta ulang materi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar hlngga
Perguruan Tinggi agar sesuai dengan perkembangan zaran, terutama tuntutan reformast

Pendidikan, Pencerdasan Otak dan Pencerahan Moral Bangsa
Harapan yang masih tersisa dari bangsa ini, sehingga bisa lepas dan berbaca
krisis, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Karena melalui pendidikan,
anak-anak pemﬂjk masa depan bangsa ini, diharapkan dapat belajar dari] mahan
yang dlperbuat bapak- bapak mereka. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tentu
saja seperti yang tertuang dalam tujuan g pendidikan nasional, yaitu meaa_mmausna_n
pO""'SI peserta didik agar menjadi W‘ﬂo .::e‘mr... a.zn bertakwa kepada Tuban
Yang Maha Esa, berakblak mulia, shaz, berilmau, cakap, kreayf, mandsr, dan menjads
WG negaa yag demokrass s _;,E:'"“Scwtzz_m :
Penddikan :_::._s mengarahkan pada tercapainya kesehatan jasmani, kecerdasan
akal, dan pembentukan karzkier daa moral. Dengan teori pendidikannya, al-Gazali
mencizzcizkan manusia-barus yang utama, manusia yang sehat ; jasmaninya, cerdas
akalnya, dan anggun dalam Den.aku moralnya ( Abdul Quasem, 1988).
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Seiring dengan konsep di atas, akhir-akhir ini, pada dunia pendidikan kita telzh
dan sedang diperkenalkan gagasan tentang kurikulum yang berbasis kompetensi
(Competency Based Curriclum). Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah
perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon, beberapa aspek yang terkandung
dalam konsep kompetensi adalah aspek pengetahuan (krowkde), pemahaman (-
derstanding), kemampuan (skills), nilai (udke), sikap (azitude), dan minat (interest).
Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di atas mempertimbangkan
prinsip-prinsip: (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya,
(2) keseimbangar etika, logika, dan estetika, (3) penguatan integrasi nasional, (4)
perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan kecakapan
hidup ([ife skills: personal skills, thinking skills, social skills, academic skills, dan vocational
skills), (6) pilar pendidikan (Jfezrning 10 know, learning io do, lear ning to be, dan learning
tolzvetogether), (7) komprehensif dan berkesinambungan, (8) belajar sepanjang hayat,
dan (9) diversifikaksi kurikulum (Draf Kurikulum 2004)

Gagasan ini bukanlah kreasi asli bangsa kita, melainkan disadap dari Barat
yang diperkenalkan sejak 20 tahun lalu. Tidak ada yang salah dalam penyadapan
ini, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan tidak
mengabaikan kondisi lingkungan setempat yang telah lama rusak. Penyiapan guru/
dosen untuk merealisasikan gagasan ini harus dilakukan melalui perencanaan yang
baik dan terukur.

Filosofi pendidikan kita dan kurikulum 2004 ini, jelas memberi porsi yang
berimbang bagt konsumsi otak dan hatl. Keberimbangan ini harus menjadi acuan

~dan referensi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan kita. Karena yang
diperlukan untuk pembangunan manusia pada masa-inasa yang akan datang adalah
agar filosofi ini menyatu dengan seluruh sistem pendidikan kita hingga dapat
membentuk kepribadian bangsa yang utuh. Betapa mulianya apabila pendidikan
kita betul-betul diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya. Karena dimensi
ini menyangkut proses pencerdasan otak dan pencerahan kalbu (Ahmad Syafii Maarif,
2004).

D1 samping 1tu, pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar
oleh budaya politik yang serbahegemonik dan otoritarian. Akibatnya teramat parah,
otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui
berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan.

Jika proses pencerdasan otak telah lama terbelenggu, proses pencerahan kalbu
juga tidak kurang e, Ditemukan adanya. sumbatan-sumbatan kuat yang
menyebabkan tidak lancarnya aliran energi yang dapat memberikan pencerahan
at2s kalbu anak bangsa ini. Di satu pihak, pendidikan formal dan non-formal
beruseha keras menjaga keberimbangan antara konsumsi otak dan hatl. Mereka

e e panjaga-penjaga moralitas. Tetapi di lain pihak,
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tontonan yang disuguhkan setiap hari di panggung politik dan sinema elektronik
kita, menyajikan tontonan yang dipenuhi kemunafikan, kerakusan, keserakahan,
kekerasan, keseronokan dan takhayul (Ahmad Syafii Maarif, 2004).

Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi
warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuzan Republik Indonesia
adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalab negara yang
pembentukanrya didasarkan pada semangat kebangsaan —atan nasionalisme— yaitn pada
tekad suatn masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawab satu negara yang
sama walanpun war ga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atan golongamya.
(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada
Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus
untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara
Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
regara yang berkedanlatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketubanan Yang Maba Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dinmpin
oleh hikmat kebigaksanaan dalam permusyawaratan//perwakilan, serta dengan mewuudkan
suatu keadilan sosial bagi selrub rakyat Indonesia. (Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945). _

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan
penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang
mengancam persatuannya. Untuk rtulah pemahaman yang mendalam dan komitmen
yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan
Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa
Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem
pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan
prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan

yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hani di hngkmgan keluarga, sekolah,
masyarakat, peA.e““ta_z:L dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu

cepal, dimmla, ;.uw,ua_&s:,u.md_.aranﬁe_idamse*avaanbaﬂgsadannegara

_*T_E_'.C;::& Demokrasi dalam suzru negna hanya a2kan tumbuh subur apabila dijaga
okh warga negara yang demokrans. Warga negara yang demokratis bukan hanya

:-.5.3.:" memkman hak kebebasan mciuadn, tetapi juga harus memikul tanggung
jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang
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cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan
dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali
membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peranan
dan tanggung jawabyang sangat penting dalam mempersiapkan warga negarayang
memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pro-
gram pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga
negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship). Keluarga,
tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga
lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap
tanggung jawab pendidikan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata kuliah yang
memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural,
bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. (Pusat

Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002).

Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang
harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu
melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang
diharapkan setelah menempuh Dend.ldikm kewarganegaraan adalah, dimilikinya
seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara
dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan
berbagai persoalan yang dlhadapl masyarakat, bangsa dan negara sesual dengan
profesi dan kapasitas masing-masing, Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam
kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung
jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral,
etika dan budaya.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan kew: arganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental
bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari perserta didik dengan perilaku yang: (a)
Beriman dan bertagwa terhadap TuhanYang Maha Esa da.n menghayau nilai-nilal
falsafzb bangsa: (b} berbud: _?-;;'.:_".f ".::..:. berdisiplin dalam bermasyarakat,
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berbangsa dan bernegara; (c) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan
kewajiban sebagai warga negars; (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran
belanegara; (¢) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002).

Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu
memzhami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi
masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten , berkelanjutan
dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga
negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni
namun tidak kehilangan jati din.

Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print berpendapat isi Pendidikan
Kewarganegaraan yang prinsip adalah:
Hak dan tanggung jawab warga negara.
Pemerintahan dan lembaga-lembaga.
Sejarah dan konstitusi.
Identitas nasional.
Sistem hukum dan rule of law
Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial.
Proses dan prinsip-prinsip demokrasi.
Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan.
Wawasan internasional.
. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis (Print, 1999:12).
Waterwoth, mengemukakan tentang butir-butir awept of citizenship dan warga
negara yang baik, yaru:
Menghargai warisan budaya masyarakatnya.
Menggunakan hak pilih.
Menghormati hukum dan norma-norma masyarakat.
Memahami berbagai proses politik dan ekonomi.
Menggunakan hak berbicara.
Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat.
Peduli terhadap lingkungan lokalnya (Waterwoth, 1998:3)
Sedangkan Abdul Azis Wahab, mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indo-
nesia yang harus menjadi prinsip utama penegembangan Pendidikan
Kewarganegaraan, yaitu:
1. Konstitusionalisme.
2. Keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
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Kewarganegaraan cerdas.

Kedaulatan rakyat.

Kekuasaan hukum.

Hak asasi manusia.

Pembagian kekuasaan.

Sistem peradilan yang bebas.

Pemerintahan daerah.

10. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Abdul Azis Wahab, 2000:5)
Berdasarkan uratan tersebut diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya

cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal

ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya

adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaan ini

tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri

mempunya.l pengalaman mengenal sering diubahnya isi materi mata kuliah ini,

seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya

sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian,

Pendidikan Kewaganegaraan paradigma baru harus didasarkan pada standar

kelayakan materi yang bersifat asi Pancasila sebagai dasar negara (Muchson, 2003).
Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI,

SMP dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan @ic knowledge berupa

aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub aspek:

Persatuan bangsa;

Norma, hukum dan peraturan;

Hak asasi manusia;

Kebutuhan hidup warga negara;

Kekuasaan dan politik;

Masyarakat demokratis;

Pancasila dan konstitusi negara,

Globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada dasarnya

merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Adapun substansi kajian

Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal juga dengan beberapa istilah misalnya Guc

Education, Citizenship Education.

Ropm e s SR
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Membangun Masyarakat Demokratis yang Bermoral

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami
perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal
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dengan Mata Pelajaran “Civic” di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari “Gur
Edvication” sebagai “the Body Of Knowledge”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
instrumen pengetahuan (the Body Of Knowledge) diarahkan untuk membangun
masyarakat demokrasi berkeadaban. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan
memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan :” Pendidikan Nasional bexfingsi
miengembanglan kemarmpuan dan membentuk witak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kebidupan bangsa”.

Ketentuan di atas harus dipahami sebagai pendidikan yang akan
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang didasarkan pada
nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3
Undang-undang tentang Sisdiknas yang berbunyi, yaitu:”...berkembangrya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuban Yang Maba
Esa, berakblak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatsf, mandiri, dan menjadi warga negoa
yang demokratis dan bertumggungurwal’”.

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendidikan demokrasi
merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Secara kontekstual dewasa
ini pendidikan demokrasi sangat memerlukan adanya pemahaman bersama tentang
perlunya perubahan dan penegasan kembali mengenai visi, misi, dan strategi psiko-
pedagogis dan sosio andragogis pendidikan kewarganegaraan, dimana pendidikan
demokrasi menjadi bagian substansinya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyelk
telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu
pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin
ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program
kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah
kewarganegaraan. Demikian pula pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep
pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-
cita, nilai, konsep, dan prinsip demckrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-
pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistimatis dan sisternik
untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu,
rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi
Indonesia sangatlah diperlukan, karena ternyata proses pendidikan politik,
demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan
dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat dilihat pada
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran
FHAM di mana-mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri,
hukum vang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama, serta
terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara. Hasil “National Surveyof Veter
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Education” (Asia Foundation: 1998) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel
nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana
demokrasi (Samsuri, 2004).

Proses rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dapat didasarkan pada asumsi-
asumsi dasar sebagai berikut:

1. Komitmen Nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, memerlukan wahana
psiko-pedagogis (pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis
(fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang
memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat melalui
pendidikan demokrasi;

2. Transformasi demokrasi dalamn masyarakat Indonesia memerlukan konsepsi
yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan
yang tepat sasaran, strategis, dan kontekstual agar setiap individu warga negara
mampu memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis,
berwatak, dan berkeadaban;

3. Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal, non
formal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam
mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan berkeadaban.
Untuk 1tu diperlukan upaya sistematis dan sistematik untuk mengembangkan
model pendidikan demokrasi yang secara teoritis dan empiris valid, kontekstual
handal, dan akseptabel;

4. Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan demokrasi yang
dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan
kewarganegaraan yang demokratis (education for democratic citizenship), yang
didalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk demokrasi (edss-
cation aboutt, through, and for democracy) yang dilakukan secara sistemik dalam
sistem pendidikan formal termasuk pendidikan tinggi;

5. Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-
pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal diperlukan upaya
untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan input dan proses, guna
menghasilkan produk pendidikan yang memadai sesuai dengan visi, dan misi
pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat warga Indonesia (civil sociery /
madari / masyarakat Pancasilz).

Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam 2 (dua) setting besar, yaitu : “school-
based democracy education” dan “societybased democracy education”. School-based democracy
merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan for-
mal, sedangkan socizty-bused democracy education merupakan pendidikan demokrasi
dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.
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Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia telah digariskan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan sejak dari usulan BP KNIP tanggal 1945
sampai munculnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU tentang Sisdiknas). Menurut Pasal 3 Undang-undang tentang
Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai : “berkembangrya poiensi
peserta didik agar menjads mannsia yang beviman dan bertdkwa kepada Tuban Yang Maba
FEsa, berakblak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandir, den menjadi warga negama
yung demolratisdan bertanggmgizwa”. Dengan demikian sejals tahun 1945 sampai
sekarang ini, instrumen peraturan perundang-undangan telah menempatkan
pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dari pendidikan (Samsuri, 2004).

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum
Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negera-

negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia di New Delhi 1995,

pendidikan harus berperan efektf dalam hal :

1. Mempersiapkan pribadi, sebagai wrga negara dan anggota masyarakat yang
bertanggungjawab.

2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi
kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan,
pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi
kepentingan kemanusiazn.

Senada dengan hal di atas, Konferensi Dunia tentang pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-
wakil dari 140 negara termasuk Indonesia menyepakati perubahan pendidikan tinggl
ke masa depan yang bertumpu pada pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan
tinggi adalah :

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahun teknologi dan seni,
juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan
kemanusiaan.

2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang

3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun
kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang
berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas (Hamdan
Mansoer, 2005).

Senvampang dengan kesepakatan dunia yang telzh disebutkan di atas,

pendidikn nasional Indonesia melakukan penyesuian yang dituangkan dalam
peny g g
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terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis,
adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Malik Fajar, masyarakat Indonesia seperti wujud visi Indonesia 2020
tersebut disebut juga sebagai “Masyarakat Madani”, yaitu suatu masyarakat yang
memiliki “keadaban demokratis” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut
1. Beriman dan takwa kepada Tuban Yang Maha Esa dan Pancasilais.

2. Demobkratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragamaman,pendapat dan
pandangan.

3. Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan, dan
tidak diskriminarif.

4. Sadar, tunduk pada hukum dan ketestiban.

5. Mampu berpatisipast dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian,
keterampilan kompetitif dengan solidaritas universal.

6. Menjunjung tinggl nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab
dan demokratis.

7. Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, membangun warganegara
berkeadaban.

UU No.20 Tahun 2003 memberikan rurmusan tentang Visi Indonesia 2020
berupa masyarakat warga yang berkeadaban (Gudl Socety, masyarakat madani) yang
hendak diwujudkan melalui Pendidikan Nasional sebagai berikut : “Berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan

'ang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warganegarayang demokratis serta bertanggung jawab” (Hamdan Mansoer,
2005).

Untuk mencapal Visi Indonesia 2020, Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia
memiliki program jangka menengah yang disebut Visi Pendidikan Tingei Nasional
2010, sebagai berikut:

1. Mengembanglkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi wr g
yang baik dan bertanggung jrwab bagi kemampuan bersaing bangsa mencapai
kehidupan yang bermakna.

Membangun suatu sistem Pendidikan Tinggi yang berkontribusi dalam
Pembangunan masyarakat yang demokratik, berkeadaban dan inklusif; menjaga
kesatuar: dan persatuan Nasional.

Dengan dasar itu semua maka Perguruan Tinggi harus mampu
-mngnasﬂn.an "Manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara
moral,kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan,teknologi dan seni, serta
memiliki komitmen tinggl untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial”.

b
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Materi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi 2003-2010, kompetensi Pendidikan

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara,
serta nasionalisme yang tinggl.

2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai
HAM dan demokrasi, serta berfikir kritis terhadap permasalahannya.

3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan
budaya kekerasan, menyelesatkan konflik dalam masyrakat secara damat
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, dan menghormat
supremasi hukum (rde of lew / rechtstaat).

4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap

persoalan bangsa dan kebijakan publik.

Melahirkan warga negara yang memiliki pemnahaman internasional mengenai

“Civil Society” (Hamdan Mansoer, 2005)

Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi kajian Pendidikan

Kewarganegaran di Perguruan Tinggi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Filsafat Pancasila

U

2. Nasionalisme dan Identitas Nasional

3. Hubungan Negara dan Warga Negara: Hak dan Kewajiban Warga Negara In-
donesia

4. Demokrasi, Rule of Law; dan Hak Asast Manusia

5. Geopolitik dan Geostrategi Indonesia (Hamdan Mansoer, 2005)

Dengan memahami latar belakang filosofis Pendidikan Kewarganegaraan di
Pergurvan Tinggi Umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan bahwa melalui
Pendidikan Kewarganegaraan, paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik
dengan pengembangan cic intellegence, civic participation, and civic responcbility dari
“aic eduction” merupaken wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat
menghasilkan manusta berkualitas dengan keahiian profesional serta berkeadaban
khas Pancasila (Koento Wibisono Siswomihardjo, 2005).

Pancasila harus menjadi Gore Phylosophry bagi kehidupan bermasyarakat, berbngsa
dan bernegara secara demokratis dalam ra.tigka mewuju sudkan masyarakat warga yang
berkeadaban. Berdasarkan itu semua, Perguruan Tinggi Umum harus mamgpu
menghasilkan manusia yang unggul secara l..LEiEL&-'LLE... anggun secara moral,
kompeten dalam penguasaan lmu pengetahuan, rekr_mcgl dan seni, serta memiliki
komirmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut.
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Penutup

Harapan yang masih tersisa dari bangsa Indonesia, agar bisa lepas dari berbagai
krisis, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan nasional
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis
dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta
membangun masyarakat demokratis yang bermoral.

Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan
kewarganegaraan adalah, dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu
turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,
bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing
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